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ABSTRAK

Tajdidul Umam
61511A0082

Skripsi ini membahas tentang Impelemtasi Peraturan Menteri Agraria
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.12
Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (STUDI
DI KANTOR BPN/ATR KABUPATEN DOMPU). Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu,
2) Untuk mengetahui yang menjadi faktor kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Dompu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta fakta hukum yang terjadi di
masyarakat (inconcreto). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa
pendekatan konseptual, dan pendekatan secara sosiologis. Cara pengumpulan
bahan hukum dengan teknik, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan
analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode
deduktif kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang prosedur implementasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang di terapkan oleh BPN Kabupaten Dompu adalah 1) Perencanaan
dan persiapan; 2) Penetapan lokasi kegiatan PTSL; 3) Pembentukan panitia dan
penetapan Panitia Ajudikasi PTSL; 4) Penyuluhan; 5) Pengumpulan data fisik dan
data yuridis bidang tanah; 6) Pemeriksaan tanah; 7) Pengumuman data fisik dan
data yuridis bidang tanah serta pembukitian hak; 8) Penerbitan keputusan
pemberian sertifikat hak atas tanah; dan 9) Penyerahan sertifikat hak atas tanah.
Sedangkan kendalah BPN/ATR Kabupaten Dompu dalam implementasi Peraturan
Menteri Agraria No. 20 tahun 2017 dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sitemastis lengkap.

Kata Kunci: Implementasi, Percepatan Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap
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ABSTRACT

Tajdidul Umam
61511A0082

This thesis studies the implementation of the Minister of Agrarian Regulation
and Spatial Planning. Head of the National Land Agency, Republic of Indonesia No.
12 of 2017 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration
(Study at the BPN/ATR Office, Dompu District). The purpose of this study: firstly to
find out the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) based
on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning, National Land
Agency Number 12 of 2017 in Dompu Regency. Secondly, to know what are the
constraining factors in the Implementation of Land Registration Complete Systematic
(PTSL) in Dompu Regency.

The research used empirical legal research by looking at legal facts that occur
in society (inconcreto). This research is a conceptual and sociological approach. The
methods of collecting legal materials used were interviews and literature studies. The
analysis of legal materials used is by using qualitative deductive methods.

Based on the study, it can be concluded that the implementation procedure of
the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning, Head of the National
Land Agency Number 12 of 2017 concerning the Acceleration of Complete
Svstematic Land Registration which is implemented by the BPN of Dompu Regency,
namely 1) Planning and preparation; 2) Determining the location of PTSL activities;
3) Establishment of the committee and the determination of the PTSL Adjudication
Committee: 4) Extension: 5) Collecting physical data and juridical data on land
parcels; 6) Soil inspection: 7) Announcement of physical data and juridical data on
land parcels and registration of rights: 8) Issuance of decisions to grant land title
certificates: and 9) Delivery of land title certificates. Meanwhile, the obstacles faced
by the BPN / ATR of Dompu Regency in implementing Regulation of the Minister of
Agrarian Affairs No. 20 of 2017 and Spatial Planning / Head of the National Land
Agency regarding the Acceleration of Systematic Land Registration is complete.

Keywords: Implementation, Acceleration of Land Registration, Complete
Systematic

Xii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesiiseessesssesrnnenssrsrnrnrnnnnns i
HALAMAN PENGESAAN PEMBIMBING ...........cccoiiiiiieeeeiiiee, i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......ooovviiiiiiiieeeeee ii
PERNYATAAN ..o sassssssssssssnssnssnsssnsnnnsnnnes v
MOTTO i e e e e e e e e r e e e e e e e e s naereaeaeeas Y
PERSEMBAHAN ... s i e eee e Vi
KATA PENGANTAR........ ot N g v ccveeeeeeeanannreeeneeeees Vil
ABSTRAK......ccccooniiiill . oooeiiiinsiiinsonnenenssssessss e REBBIRss s s settereeeesresanes Xi
AB ST R A C T I i .. o0t saiaes s om0 ot s huoe e R ... Xii
DAFTAR IGE £ ...ttt vsesisiereeeenssssssssneeeeeesee e e Rhreeeee e es Xiii
BAB | PENDAHULUAN ....ooits s snessnssnnssnsnnnnsnsnnsnnnes 1
A. Latar BelaKang ...........civeiiiiiiiiec i sisiee s 1

BY Rumusan Masalah saaa® il st .. QPR e vereernenens o 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........cccoeevviiiiiieiiiie e, 6

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 8
A \Pendaftaran Tanah .......2 &m0 cveerere o g@B T cocneeecnees e s 8

1. Pengertian pendaftaran tanah .............ccoceovieeiiiie i, 8

2. Tujuan pendaftaran tanah...........ccccoeiveeiie e 11

3. Asas-asas pendaftaran tanah..............ccccoceveeiiie s 14

4. Objek Pendaftaran Tanah............ccccccovveiiiie e 16

B. Penyelengara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah .......................... 16

1. Penyelenggara pendaftaran tanah ...............cccccoooieiie i, 16

2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ...........ccccooceiiiiiniiicicninns 17

3. Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis .............cccccoeveeinnnne 18

BAB Il METOE PENELITIAN .....cociiiiie et 21
A, Jenis Penelitian .......c.cooviiiiiiiiie e 21

B. Pendekatan Penelitian...........cccoovvveiieiiiiiieie e 21

C. Jenis dan Sumber Bahan HUKUM..............cccooiiiiiiin i, 21

D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.................ccceeeee 21

Xiii



E. Analisa Bahan HUKUM ... 22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........cccocecviviennnn. 23
A. Kabupaten DOMPU........coiiiiiiiiiieiiiese e 23
B. Prosedur Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

yang di terapkan oleh BPN Kabupaten DOmpu ..........cccccevveeeneen. 27

C. Kendala BPN/ATR Kabupaten Dompu dalam implemtasi
tantang pelaksanaan program PTSL .....cccccooiviiiiiiiiiiiieneceee 62

D. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Di kabupaten DOMPU........ccooovviiieeiiiieniieninnn. 66
BABV PENJI P ... R R 68
A JKESIMPUIAN ..o R I el e eveveeserresnenses N hurnees 68
BSAraN ... Nl R ey 68

DAFTAR PUSTAKA

Xiv



A

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi.
Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang
diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan
tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak
atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Permukaan bumi
yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan hukum.! Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi,
yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar tanah sangat
erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari, bahkan dapat
dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang
memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah
meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah
adalah kebutuhan vital manusia,> Tanah dalam pengertian yuridis adalah
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu
permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan

lebar.®

him.

1 H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 7
2 Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992. him. 1
® Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenada Media Group, Jakarta, 2012,



Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang
sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah
kesuburannya serta dicegah keursakannya. Kewajban memelihara tanah ini
tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang hak nya yang
bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum
atau instansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah itu (Pasal 15)
dalam melaksanakan kententuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang
ekonomis lemah.*

Oleh karena pentingnya tanah, sudah sejak lama pemerintah Indonesia
memandang serius masalah tanah. Pemerintah yang terbentuk pada era
Kemerdekaan menyadari pentingnya pengaturan mengenai pertanahan
termasuk pendaftaran tanah yang harus dituangkan dalam suatu undang-
undang. Secara formal, kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang
pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.’

Pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan berdasarkan prakarsa
dari pemerintah yang dilaksanakan melalui Badan Pertanahan Nasional

(BPN). Pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan terhadap sejumlah tanah

* Undang-Undang pokok agrarian No. 5 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 104 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043.

> Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan
Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, him.1



di wilayah tertentu yang ditunjuk pemerintah melalui Badan Pertanahan
Nasional secara serentak.

Pada kenyataannya, kondisi masyarakat dalam melakukan pendaftaran
tanah yang dilakukan oleh Pemerintah secara sistematik juga memiliki
keadaan dengan tingkat respon yang lemah, padahal tujuan Pemerintah untuk
membantu masyarakat yang memiliki tanah untuk segera dapat disertifikatkan
sebagai tanda bukti haknya. Hal ini dapat dilihat dari presentase jumlah tanah
yang sudah terdaftar diseluruh Indonesia, semenjak diberlakukannya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hingga saat ini
prosentase jumlah tanah terdaftar diseluruh Indonesia masih dibawah 50%.

Dalam menanggulangi hal tersebut, Kementrian Agraria dan Tata
Ruang menerbitkan ketentuan yang mengatur percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah disetiap wilayah tiap-tiap kantor pertanahan kabupaten/kota.
Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini dilaksanakan disetiap wilayah
Republik Indonesia dengan target yang berbeda beda disetiap wilayah dan
ditetapkan oleh pemerintah, dimana target tersebut terus meningkat setiap
tahunnya dengan tujuan untuk percepatan pemberian jaminan kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya peraturan baru mengenai pendaftaran tanah sistematis

lengkap ini yang merupakan salah satu program dari kementerian agraria pada



saat sekarang ini, tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkannya berbagai
peraturan-peraturan baru yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematis oleh Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional mengingat masih kurangnya respon dari masyarakat untuk
mendaftarkan tanahnya serta berbagai kendala yang dihadapi oleh panitia
adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Untuk melaksanakan perintah dari UUPA guna mewujudkan
masyarakat yang sadar akan pendaftaran tanah, maka Pemerintah khususnya
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penyelenggara Negara di bidang
pertanahan dalam hal ini mempunyai beberapa program antara lain adalah
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tahun 2017 Kementrian BPN/ATR tengah menargetkan 5 juta bidang
tanah untuk bisa disertifikatkan, namun seiring perkembangan telah terjadi
pengurangan anggaran sehingga target berubah menjadi 2 juta bidang tanah
saja. Pendaftaran tanah atau sertifikat tanah ini menjadi hal yang mendesak
agar pemerintah bisa memberi jaminan kepastian hukum sesuai Pasal 19
UUPA.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak
atas tanah di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diberikan
penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang
dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu
diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data

fisik dan data yuridis yang dicantumkan di dalam sertifkat harus diterima



sebagai data yang benar, baik dalam hal perbuatan hukum sehari-hari maupun
dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang
tercantum di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.®

Kabupaten Dompu adalah salah satu Daerah yang berada di wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Dompu terdapat 82.513 bidang
tanah yang sudah terdaftar dengan luas 510.872.329 m? atau dengan
prosentase tanah yang sudah terdaftar telah mencapai 77,99 %. Sedangkan
bidang tanah yang belum terdaftar terdapat 23.284 bidang tanah dengan luas
144.107.318 m® atau dengan prosentase tanah belum terdaftar mencapai
22,01%. Pensertifikatan tanah berdasarkan data yang ada belum mencapai
100% oleh karena itu masih harus terus dilakukan pendaftaran tanah guna
tercapainya kepastian hukum, karena wilayah teritorial Kabupaten Dompu
yang tidak terlalu luas serta jumlah keseluruhan penduduk yang terbilang tidak
banyak, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan PTSL
dilakukan pada 4 Kecamatan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Dompu,
yang meliputi Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja dan Kecamatan Pajo dan
Kecamatan Hu’u.

Untuk itu dirasa perlu adanya suatu penelitian mengenai bagaimana
proses pelaksanaan serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam
percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
khususnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah yang

dilaksanakan di Kabupaten Dompu.

® Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dan (2)



Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi

yang berjudul “Impelemtasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.12

Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(STUDI DI KANTOR BPN/ATR KABUPATEN DOMPU)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya

sebagai berikut:

1.

Bagaimana prosedur implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di terapkan oleh
BPN KABUPATEN DOMPU ?

Bagaimana Kendala BPN/ATR KABUPATEN DOMPU Dalam
Implementasi Peraturan Mentri Agraria No. 20 Tahun 2017 dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Percepatan

Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di

Kabupaten Dompu



b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor kendala dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Dompu
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat akademik
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi
kepustakaan di Fakultas Hukum dan Universitas pada umumnya.
b. Manfaat Teoretik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum
perdata pada Kkhususnya mengenai implementasi permohonan
pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah melalui pendaftaran tanah
sistematis lengkap (PTSL).
c. Manfaat Praktis
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi
bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan
pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini,
yang berkaitan dengan implementasi permohonan pendaftaran sertifikat
hak milik atas tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap

(PTSL).
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendaftaran Tanah
1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan,
pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun termaksud pemberian sertifikat, sebagai surat
tanda bukti hanya bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang
berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi
rakyat. Kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan,

yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul



dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan
perubahan perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan
keadaan terakhir. Kata “teratur” menunjukan, bahwa semua kegiatan
harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena
hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya
kekuatan pembuktiannya tidak sulalu sama dalam hukum negara-negara
yang menyelenggarakan pendaftaran tanah’.

Istilah pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut
“Capistratum” di Jerman dan Italia disebut “Calastro”, di Perancis
disebut Cadastre”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah
“Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari Capistratum atau Kadaster
dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang diperbuat
untuk pajak Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu record
(rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau
pemegang hak suatu bidang tanah, sedangkan kadaster yang modern bisa
terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.
Sebutan pendaftaran tanah atau land registration: menimbulkan kesan,
seakan-akan objek utama pendaftaran atau satu-satunya objek pendaftaran
adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan sampai penyajian data
fisik, tanah yang merupakan objek pendaftaran, yaitu untuk dipastikan
letaknya, batas-batasnya, luasnya dalam peta pendaftaran dan disajikan

juga dalam “daftar tanah”. Kata “Kadaster” uang menunjukkan pada

" Boedi Harsono,. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan
Pelaksanaannya. Ed. Revisi. Cet.8. Djambatan, 2003. Jakarta, him. 73
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kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah Latin “Capistratum”
yang merupakan daftar yang berisikan data mengenai tanah tersebut.®

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang dikenal
dengan UUPA, merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
UUPA merupakan landasan bagi pembaharuan hukum agraria guna
memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat
dicegah adanya sengketa anah. Sebelum berlakunya UUPA, hanya bagi
tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, misalnya hak eigendom, hak
erpacht, hak opstal, dilakukan pendaftaran tanah yang tujuannya untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan kepada pemegangnya
diberikan tanda bukti dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat balik
nama.’

Berkenaan dengan pendaftaran tanah, UUPA telah mengaturnya
demi suatu kepastian hukum. Pendaftaran menjadi suatu kewajiban bagi
pemerintah maupun bagi pemegang hak atas tanah. Kewajiban untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah bagi Pemerintah diseluruh wilayah
Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA™.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun

1960, menyatakan, bahwa™":

® Ibid. him. 18

° Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta,
2007, him. 112

19 sahnan, Op. cit, him. 109

1 pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
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(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini, meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara
dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut. UUPA juga telah mengatur dengan
mewajibkan pemegang hak milik, pemegang hak guna usaha, dan
pemegang hak guna bangunan untuk mendaftarkan hak tanahnya.

2. Tujuan Pendaftaran Tanah
Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA vyaitu
bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin
kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana pada garis besarnya

telah dikemukakan dalam pendahuluan tujuan pendaftaran tanah seperti
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yang dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk  menyediakan informasi  kepada pihak-pihak  yang
berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah, dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar

3. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan
perwujudan, tertib administrasi di bidang pertanahan untuk mencapai
tertib administrasi tersebut disetiap bidang tanah dan satuan rumah
susun termaksud peralihan,

Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota data tersebut dikenal sebagai daftar umum
yang terdiri atas peta pendaftar, daftar tanah, surat, ukur, buku tanah dan
daftar nama para pihak yang berkepentingan terutama calon pembeli dan
calon kreditur.

1) Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau

bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
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2) Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

3) Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah
dalam bentuk peta dan uraian yang diambil datanya dari peta
pendaftaran.

4) Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tanah dengan suatu hak atas tanah
atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan
rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

Adapun Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya
pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah
dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu
dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, Siapa yang empunya dan
beban-beban apa yang ada diatasnya.*?

Maka secara sederhana Pendaftaran tanah bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, kepastian hukum
tersebut meliputi:

a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak

b. Kepastian mengenai letak, batas bidang tanah, serta luas bidang-bidang

tanah.™®

12 Efendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, him. 95

3 Hermanes R, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Yayasan Karya Dharma Institut llmu
Pemerintahan, Jakarta, 1983, him. 2
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Berhubung dengan itu, makin lama makin terasa perlunya jaminan
kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria. Untuk
memenuhi itulah UUPA dalam Pasal 19 memerintahkan kepada
pemerintah untuk mengadakan pendafaran tanah seluruh wilayah Republik
Indonesia. Dengan tegas Pasal 19 menyatakan bahwa, pendaftaran tanah
tersebut perlu diadakan “untuk menjamin kepastian hukum”.**

3. Asas-asas Pendaftaran Tanah

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan
merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran
tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang
harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa
pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir, dan terbuka®®. Adapun penjelasan dari asas tersebut
yaitu'®:

a. Asas Sederhana
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun
prosedur pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak.
b. Asas Aman
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bahwa

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat,

14 H
Ibid
15 Supriadi, Hukum Agraria,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 164
16 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, him. 106
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sehingga hasilnya dapat, memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
dengan tujuannya.
. Asas Terjangkau

Asas ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukan
dapat menjangkaunya, terutama golongan ekonomi lemah.pelayanan
yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus

dapat terjangkau oleh pihak yang memerlukan

. Asas mutakhir

Asas ini dimaksudkan sebagai kelengkapan yang memadai
dalam pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data pendaftaran
tanah, data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir,
sehingga perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-
perubahan yang terjadi. Asas ini menuntut dipeliharanya data
pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan,
sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu up to date,
sesuai dengan kenyataan dilapangan. serta apa yang terjadi setelah
dilakukan peralihan dan pembebanannya.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pendaftaran tanah di Indonesia memiliki fungsi ganda yaitu
memberikan kemudahan bagi mereka yang akan mendaftarkan

tanahnya berdasarkan asas sederhana dan asas terjangkau serta
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memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mengetahui mengenai
pendaftaran tanah®’.
4. Objek Pendaftaran Tanah
Adapun obyek pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang objek pendaftaran tanah
meliputi:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakali
b. Tanah Hak Pengelolaan
c. Tanah Wakaf
d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.Hak Tanggungan. Tanah Negara
Khusus tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah,
pendaftarannya dilakukan hanya dengan cara membukukan bidang tanah
Negara dalam daftar tanah. Sedangkan khusus pendaftaran tanah hak guna
usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah negara satuan wilayah
tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya *.
B. Penyelengara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah
1. Penyelenggara pendaftaran tanah
Pasal 19 UUPA menentukan bahwa pendftaran tanah
diselengarakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961 pendaftaran tanah, peyelenggaraan pendaftaran tanah

dilaksanakan oleh jawatan pendaftaran tanah (Pasal 1). Sedangkan

7 Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2010,
him. 24-25
8 H. M Arba, Hukum Agraria Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 161
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berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 5 menentukan
bahwa pendftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Kemudian dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional, maka tugas peyelenggaraan
pendaftaran tanah dilakukan oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah.

Penyelengaraan pendaftaran tanah secara garis besar meliputi
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data
pendaftaran tanah. Kedua hal tersebut sama-sama pentingnya, karena jika
salah satunya kurang diperhatikan maka menimbulkan hal-hal yang tidak
diharapkan di kemudian hari.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah oleh kepala kantor pendaftaran
tanah dengan dibantu oleh pejabat pembuat Akta Tanah dan pejabat lain
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistimatik, kepala
kantor pertanahan dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh
menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 8 ayat (1). Penujukan panitia
Ajudikasi untuk membantu tugas kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran Tanah sistematik dimaksud agar tugas-tugas rutin para kepala
kantor pertanahan tidak terganggu, mengingat kegiatan pendaftaran tanah

secara sistimatik pada umumnya bersifat massal.
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Susunan panitia Ajudikasi yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
terdiri atas (Pasal 8 ayat (2)) :

a. Seorang ketua panitia, merangkap anggota yang di jabat oleh sesorang
pegawai Badan Pertanahan Nasional;
b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari :

1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai
kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

3) Kepala desa/ kelurahan yang bersangkutan atau seorang pamong
desa/kelurahan yang ditunjuk;

4) Dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan
dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang
tanah di wilayah desa/ kelurahan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tugas nya panitian Ajudikasi dibantu oleh
satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data
yuridis dan satuan tugas administrasi oleh manteri.

3. Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis

a. Data Fisik Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui kegiatan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengukuran dan pemetaan
bidang tanah dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan
pemetaan seperti drone, Global Positioning System (GPS),
Continuously Operating Reference Station (CORS), Total Station,

Distometer dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra/peta foto
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dengan resolusi tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran.
Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus
mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau
pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa foto kopi KTP,
alas hak dan surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan
peguasaan fisik atas tanahnya.™

b. Data Yuridis Pengumpulan Data Yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melakukan tugas, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul
Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.Standar, kriteria, metode,
prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan
pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan
menggunakan formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL.
Pengumpulan Data Yuridis dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Data Isian
Inventarisasi dan Identifikasi PTSL. Untuk Formulir isian inventarisasi

dan identifikasi peserta Ajudikasi PTSL, dan Rekapitulasi Data Isian

19 peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah
sistematis lengkap



20

Inventarisasi dan Identifikasi PTSL merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri Agraria ini No.12 Tahun 2017.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta
fakta hukum yang terjadi di masyarakat (inconcreto).
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan
konseptual, dan pendekatan secara sosiologis.
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan
data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari
subyek penelitian, yang hasilnya bersumber dari wawancara.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti melalui studi
kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, undang-undang,
kamus, ensiklopedia dan tulisan-tulisan dari internet yang berkaitan
dengan obyek penelitian.

D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mengajukan

pertanyaan secara langsung dan lisan kepada narasumber atau subyek

penelitian.
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b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencari,
menemukan dan menelaah peraturan perundang-undangan atau literatur
lain yang berkaitan dengan obyek penelitian

E. Analisa Bahan Hukum
Setelah data yang diperoleh lengkap dan dikumpulkan, maka tahap
selanjutnya adalah melakukan analisis data, mempelajari dan meneliti sebagai
suatu yang utuh, sehingga data tersebut nanti akan dapat menjawab rumusan
masalah yang penulis buat. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan
sehingga dapat memberikan penjelasan atau jawaban secara logis sistematis.

Analisis dilakukan melalui metode deduktif kualitatif, sehingga menghasilkan

kesimpulan akhir yang baik.



